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WALIKOTA PEKANBARU
PROVIilSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PETIAI|BARU
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAIIAIT ATAS PERATURAIT DAERAH KOTA PEXAI{BARU
NOMOR 3 TAHUN 2O11 TENTAI|G PA"'AK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang a

c

bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu
sumber dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
penerimaan keuangan daerah ;

b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan masih terdapat
kelemahan terutama dalam pengenaan tarif tenaga iistrik
yang berasal dari PLN, yang dipandang terlalu rendah dan
belum mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan asas
pemungutan pajak daerah;

bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan guna
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan berdasarkan golongan
pelanggan PLN, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Ja-lan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan di
Kota Pekanbaru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da-lam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Mengingat
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
224, Tarr:baltan l€mllaran Negara Republik Indonesia Nomor
ses0);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru (kmbaran Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan l,embaran
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (l,embaran Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pekarbaru Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekanbaru (kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan kmbaran Daerah Kota Pekanbaru
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Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAII KOTA PEKANBARU

dan

WALII{OTA PEKANBARU

MEMUTUSXAN:

PERATURAN DAERAH TEITTANG PERUBAHAN ATAS
PERATT'RAN DAERAH KOTA PEKANBARU ITOMOR 3 TAHUN
2011 TENTANG PA"'AK PEITERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, diubah sebagai berikut :

1 Ketentuan dalam angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah dan dlantara
engka 17 dan angka 18 disisipkan satu angka yaltu angka 17A dan
angka 29 diubah dan ditambah satu angka yaltu angka 3O sehingga
berbunyi sebagal berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusa.n
pernerintahan yang menjadi kewenangan daeral- otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru.

Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru.

7. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

9. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
l,ainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan
dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha
Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
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10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.

11. Pqjak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;

12. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi
jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

13. Tenaga listrik adalah Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun
bukan PLN.

14. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

15. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan
yang menggunakan tenaga listrik.

16. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menggunakan tenaga listrik.

17. Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1

(satu) bulan kalender.

17A.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor y€rng diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
yang kemudian disingkat dengan NPWPD.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban yang
terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah;

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah Surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan atau ditunjuk Walikota.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB,
adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus
dibayar.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
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22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB,
adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.



23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang
dan tidak ada kredit pajak.

24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD adalah Surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah tebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Iebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

27. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa atas
banding terhadap Surat keputusan keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi
keadaan harta, kewajibal atau utang, modal, penghasilan dan biaya
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah berdasarkan Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah.

30. Penyidikan Tindak Fidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah yang teladi serta menemukan
tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 6 hurufa diubah, sehingga berbunyl sebagal berikut:

Pasal 6

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut:
a. Tarif Sosial sebesar 6 o/o ( enarn persen ).

b. Tarif Rumah Tangga Daya < 35OO Watt sebesar 6 oh ( enarrr persen ).

c. Tarif Rumah Tangga Daya > 350O Watt sebesar 8 % ( delapan persen ).

d. Tarif Bisnis sebesar 1O %o (sepuluh persen).

^J vc 5



e. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan sebesar 3 %o (nga persen).

f. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Pekalban-r.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal ot Novomtor 5o\9

rWALIK A PEKANBARU

r--J

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal o\ Nbvarnbot ,o\9

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEI(AITBARU,

MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR\S

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (L.96.Bl20l9l
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TELAAHAN STAF
: YTH. WALII(OTA PEKAI|BARU
: 1. YTH AEKRETARIS DAIRAII KOTA PEKAtrBARU

2. YTH AAIATET PEUTruITTAII DAIT XESRA
: I(EPALA BAGIAT HI'I(T'U
: l8O/Hra/Xl2OL9l glb
: 2B oItToBER 2019
: PEITATDATAITG/IITAIT PERATURAIT DAERAII

TETTAITC PERI'BIIIIAIT ATAS PERATURAIT DATRAII IiOTA
PEI TBARU TTOUOR 23 TAIIUT 2011 TETTA'IIG PA'AI(
PIIIERAITGAIT JALIIT

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pajak Penerangan Jalan merupalan salah satu sumber dalam
rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas penerimaan keuangan daerah.

2. Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pqjak Penerangan Ja-lan masih terdapat kelemahan terutama
dalam pengenaan tarif tenaga listrik yang berasal dari PLN, yang
dipandang terlalu rendah dan belum mencerminkan rasa keadilan sesuai
dengan asas pemungutan pajak daerah.

3. Melalui surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor l8O IHK/2220
tanggal 4 September 2019 perihal Konsultasi atas Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Daerah dimaksud telah
dilakukan harmonisasi sebagaimana mestinya, untuk dapat Bapak tanda
tangani.

4. Demikian Disampaikan, Namun Pertimbangan dan Keputusan
Selanjutnya Kami Serahkan Sepenuhnya kepada Bapak, Terima Kasih.

KEPALA BAGIAT{ H['NUM, +
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